
.- "'fI"'1r· ....1""._-_. "1 'I" 'r

c. bahwa beroasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyusunan dan Pengelolaan Program Leglslasi Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
dan Undang-Undang Oarurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814):

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Peruncanq-undanqan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repllblll< tndonesraNornor 4844);

a. bahwa unluk menjarmn kegiatan pembentukan Peraturan Daerah
berjalan efisien. efektif. dan tepat sasaran rnaka diperlukan
perencanaan legislasi yang tersusun secara sistematis dan terpadu
dalam suatu Program Legislasi Daerah:

b. bahwa agar perencanaan Program Legislasi Daerah dapat
mewujudkan tujuan pembentukan P~raturan Daerah maka
diperlukan penyusunan dan pengelolaan frog ram Legislasi Daerah
yang harmon! antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Pemerintah Daerah.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Mengingat

Menimbang
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4. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043):

5. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pernbangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor4817):

6. Peraturan Pernenntah Nornor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104):

7. Peraturan Menleri Oalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Produk Hukum Daerah :

8. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 lentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah
Akademik Rancanqan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Oaerah Provinsi Surnatera Selatan Nomor 13 Tahun
2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri 0):

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tanun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nornor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provinsi Sumalera
Setatan (Lerncaran Daerah Tahun 2008 Nornor 1 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 3):

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tala Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lernbaran Oaerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
sebagaimana letah diubah dengan Peraturan Oaerah Provinsi
Sumatera Setatan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Oaerah Tahun
2010 Nomor 4 Seri D);
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Denqan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

I

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera
Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Peraturan Daerah yangn selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Setatan.

18. Peraturan Oaerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor
6 Seri E).

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lernbaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 4 Seri D):

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun
2009 tentanq Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Kornisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 3 Seri D):

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 ·2013 (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E):
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BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Penyusunan dan pengelolaan Prolegda bertujuan mewujudkan
keserasian, keselarasan. dan keterpaduan pembentukan Perda
dengan kebutuhan hukurn masyarakat, rencana pembangunan
daerah, dan kebijakan pernbanqunan naslonal,

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyusunan dan pengelolaan Prolegda didasarkan pada prinsip :
a. sinergis;
b. kesepakatan bersama:

6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda
adalah instrumen perencanaan yang berisi program pembentukan
Perda Provinsi Sumatera Selatan yang disusun oleh DPRD dan
Pemerinlah Provinsi secara berencana, terpadu, dan sistematis,

7. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda melalui
tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,
pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

8. Penyusunan Prolegda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan
penetapan Prolegda.

9. Pengelolaan Prolegda adalah proses pelaksanaan rencana
pernbentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Prolegda.

10. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah
alai kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus
menangani bidang legislasi daerah.

11. Biro Hukurn clan Hak Asasi Manusia adalah perangkat daerah yang
bertugas dan berlanggung jawab di bidang peraturan perundang­
undangan daerah.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi.

13. Naskah Akadermk adatah uralan tertulis secara ilmiah yang
menjelaskan latar belakang rneliputi unsur filosofis, yuridis, dan
sosiologis, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan
pokok-pokok serta IIngkup pengaturan substansi rancangan Perda,
disertai konsep atau draft rancangan Perda.

14. Konsep Pembentukan Rancangan Perda adalah perencanaan
pernbentukan rancangan Perda yang memuat penjelasan lengkap
menqenai [udu', latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran
yangakan diwojudkan. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek
yang akan diatur. serta jangkauan dan arah pengaturan.

-4-
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BAB IV
MUATAN PROLEGDA

Pasal 5

(1) Prolegda memuat program pembentukan Perda yang disusun dalam :
a. daftar skala prioritas pembentukan; dan

b. pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan
peraluran perundang-undangan lainnya.

(2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
disusun berdasarkan pertimbangan:

a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi:

b. terkait dengan Perda lainnya:

c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;

d. berorientasi pada efisiensi. efektivitas, transparansi, dan
kapasitas hukum:

e. berorientasi pada perlindungan hak asasi rnanusia;

f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

BAB III
WEWENANG PENYUSUNAN
DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

Pasal 3

DPRD dan Pemerinlah Provinsi berwenang menyusun dan mengelola
Prolegda secara berencana. terpadu, dan sistematis yang
pelaksanaannya dikoordinasikanoleh DPRD rnelalui Balegda.

Pasal 4
(1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

dilakukan tiap tahun sebelum dimulainya masa anggaran lahun
berikutnya.

(2) Penyusunan Prolegda ditetapkan dengan Keputusan Bersama
DPRD dan Gubernur.

c. itikad baik:
d. mengutamakan kepentingan nasional. keutuhan wilayah NKRI.

kepentingan masyarakat dan memperhatikan kekhasan daerah;
e. transparansi;
f. keadilan; dan
g. kepastian hukum.

-5-
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan
Prolegda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

BAB V
PENYIAPAN RANCANGAN PROLEGDA

8agian Kesatu

Tata Cara Penyiapan Rancangan Prolegda Oi Lingkungan OPRD

Pasal7

(1) Penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD
dikoordinasikan oleh Baleqda.

(2) Dalam penyiapan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), Balegda dapat meminta atau memperoleh bahan
dan/atau masukan dari anggota, komisi dan gabungan komisi
DPRD, dan/atau masyarakat.

(3) Penyiapan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5.

PasalS
Hasil rancangan Prolegda di lingkungan DPRD oleh Ketua 8alegda
dikoordinasikan dengan Pemerinlah Provinsi melalui Kepala Biro
Hukum dan Hak Asasi fVianusia dalam rangka harmonisasi dan
sinkronisasi rancangan Prolegda.

Pasal9.-

Pasal6

Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)
huruf a disusun dan dibahas bersarna berdasarkan kesepakatan
antara DPRD dan Pemerinlah Provinsi.

h. secara lanqsunq rnenyentuh kepentingan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan.

(3) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan penjelasan lengkap secara tertulis mengenai tiap
konsep rancangan pembentukan Perda yang terdiri dari •
a. latar belakang:

b. tujuan penyusunan;

c. sasaran yang akan diwujudkan;

d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur: dan

e. jangkauan dan arah pengaturan.

-6-
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Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama mitra kerja terkait
dapat menyelenggarakan sosialisasi melalui media rnassa,
konsultasi publik dan studi banding.

pengharmonisasian, pembulatan dan
pembentukan rancangan perda, Balegda.

(3) Dalam melakukan
pemantapan konsep

,
(2) Pengharmonisasian. pembulatan, dan pemantapan konsep

pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diarahkan pada perwujudan keselarasan dengan
kebijakan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat, serta
iujuan pembangunan nasional maupun peraturan perundang­
undangan terkait.

"

.'

Pasal 11

(1) Konsep pembentukan rancangan Perda sebaqaimana dimaksud
pada Pasal 10 ayat (2) disarnpaikan kepada Kepala Biro Hukurn
dan Hak Asasi Manusia.

(2) Dalam hal SKPD atau unit kerja terkait lainnya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) telah menyusun Naskah
Akademik. maka Naskah Akademik tersebut disertakan dalam
penyampaian konsep pembantukan rancangan Perda.

Pasal 12

(1) Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan
pengharmonisasian, pembulatan. dan pemantapan konsep
pembentukan rancangan Perda yang diterima bersama SKPD
lain dan/atau pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya dalam
suatu forum konsultasi

Pasal 10
(1) Penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah

Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

(2) Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merninta kepada SKPD atau unit kerja
lainnya perencanaan pembentukan rancangan Perda di
lingkungan instansinya masing-masing, sesuai dengan bidang
tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Penyiapan konsep pembentukan rancangan Perda sebaqalmana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan dalam Pasal 5.

8agian Kedua
Tala Cara Penyiapan Rancangan Prolegda

di Lingkungan Pemerinlah Provinsi

-7-



..,.~ -.-,._ 1111·'1'" ,

Bagian Keempat
Konsultasi dan Koordinasi Hasil Penyiapan
Rancangan P'rolegdadi Lingkungan DPRD

Pasal 15

(1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD
dikonsultasikan oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
kepada SKPD lain dan pimpinan instansi pemerintah terkait
lainnya.

Pasal 14

(1) Koordinasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) dilakukan melalui Ketua Balegda dalam rangka
sinkronisasi dan Ilarmonisasi rancangan Prolegda.

(2) Hasf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Kepala Biro Hukurn dan Hak Asasi Manusia dilaporkan secara
tertulis kepada Gubernur.

(2) Dalam hal Gubernur memandang perlu untuk mendapatkan
kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap
konsep pembentuk.an rancangan Perda. Gubernur menugaskan
Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
mengkoordinasikan kembali konsep pembentukan rancanqan
Perda tersebut dengan SKPD lain dan Pimpinan instansi
Pemerintah terkait lainnya.

DPRD.

(1) Konsep pembentukan rancangan Perda yang telah memperoleh
keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12, oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia wajib dimintakan persetujuan secara tertulis terlebih
dahulu kepada Gubernur sebelum dikoordinasikan dengan

I.

(4) Dalam hal konsep pembentukan rancangan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Akademik.
maka Naskah Akademik tersebut dijadikan bahan pembahasan
dalam forum konsultasi.

(5) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diundang para ahli dari lingkungan perquruan tinggi dan
organisasi di bidang sosial, politik. protesi atau kemasyarakatan
lainnya sesuai dengan kebutuhan

Bagian Ketiga
Persetujuan Gubernur dan Koordinasi dengan DPRD

Pasal13

-8-
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Rancangan Prolegda yang telah mernperoleh kesepakatan bersama
antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 ayat (1). disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD untuk
citetapkan sebagai Prolegda oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD
yang diluangkan catarn bentuk Keputusan Bersama.

Pasal 17

(1) Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan Rancangan
Prolegda di hngkungan Pemerintah Provinsi dibahas bersama
antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan
kesepakatan bersama

(2) Rapat pembahasan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan balk di dalam maupun di luar Kantor
gedung DPRD.

(3) Pelaksanaan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRDmelalui Balegda.

Pasal 18

Tata cara pembahasan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah
Provinsi oleh DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 19

Pasal16
(1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan

hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15,
dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Gubernur sebelum
dikoordinasikan kembali dengan DPRD.

(2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara tertulis kepada dan sekaligus menugaskan
Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
mengkoordinasikan kembali dengan DPRD.

BAS VI
PEIviBAHASANDAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pembahasan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
pengharmonisasian. pembulatan. dan pemantapan konsep
pembentukan rancangan Perda. termasuk kesiapan dalam
pembentukan.

-9-
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(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan dan besaran
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan
Pemenntah Provmsi.

(1) Pembiayaan pengelolaan Prolegda dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belarua Daerah, selanjutnya disebut APBD
rnelalui.
a. anggaran DPRD untuk Prolegda yang disusun di lingkungan

DPRD; dan

b. anggaran Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan SKPD lain
atau instansi terkait lain penyusun perencanaan pembentukan
Perda untuk Prolegda yang disusun di lingkungan Pemerintah
Provlnsi,

BABIX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

(3) Tata cara perubahan skala prioritas berdasarkan kesepakatan
bersama sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan DPRO

(2) Balegda harus melaporkan perubahan urutan skala prioritas
sebaqaimana dunaksud oada ayat (1) pada sidang Paripurna
DPRD.

BAB VIII
PERUBAHAN SKALA PRIORITAS

Pasal 21

(1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan
masyarakat, program pembentukan Parda dalam Prolegda dapat
diadakan penambahan dan/atau diubah urutan skala prioritasnya
berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan
Pemerintah Provinsi

BABVII
PENGELOLAAN PROLEGDA

Pasal20

(1) Pengelolaan Prolegda diarahkan agar program pembentukan
Perda dalam Prolegda, dilaksanakan sesuai dengan daftar skala
prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

(2) Apabila program pembentukan Perda dalam Prolegda belum
dapat diselesaikan pada tahun berjalan sasuai dengan skala
prioritas. program pembentukan Perda tersebut dijadikan
Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

-10-
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2011 NOMOR. 4 SERI E

YUSRI EFFENDI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2011GUBERN/ij7kTAN

H.'

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Perda im dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Pasal25
Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. yang mulai
dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2011.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Perda ini, rancangan Perda yang telah
diajukan oleh Gubernur kepada DPRD dan/atau rancangan Perda
yang telah diajukan oleh DPRD kepada Gubernur dijadikan prioritas
untuk penyusunan Prolegda untuk pertama kali.

BABXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Sistematika Teknlk Penyusunan Rancangan Prolegda yang terdiri
dari Kerangka Prolegda. Kerangka Konsep Pembentukan Raperda
dan Daftar Konsep Pembentukan Raperda adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Perda inl.
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Nomor urut pengisian
Judul rencana pembentukan perda
Nama instansi pengusui
Tahun pengusulan rencana pembentukan perda
Hal - hal lain yang berkaitan dengan rencana pembentukan
perda

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom4
Kolom 5

No Tentang Instansi Tahun Ket
Pengusul Pengusulan

Daftar Konsep Pembentukan Rancangan Perda

C. Penutup

B. Uraian
1. Latar Belakang ; .
2. Tujuan Penyusunan;
3. Sasaran;
4. Pokok-pokok pikiran, Lingkup atau Obyek yang akan Diatur ;
5. Daftar Konsep Pembentukan Rancangan Perda ;
6. Jangkauan dan Arah Pengaturan.

A .Judul

I. I<erangkaProleqda
..

A Judul

B. Uraian

1. Pendahuluan ;
2. Prinsip Dasar Pembentukan Perda;
3. Maksud dan Tujuan ;
4. Kondisi Obyektif ;
5. Visi dan Misi ;
6. Daftar Rancangan Perda dan Skala Prioritas ; dan
7. Penutup.

C. lampiran Qikadiperlukan)

II. Kerangka Konsep Pembentukan Rancangan Perda
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